LOMBOK TENGAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINS] NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2016 NOMOR

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pegawal aparatur sipil
negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek

~ korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan
tugasnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lombok Tengah tentang Kode Etik Aparatur
Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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S. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2V1% Womer &%, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomeor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Koorps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 141, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4449);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin  Pegawai Negeri  Simy) (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ©135);

8. Peraturan Menteri Dalam Weger1 Womor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Taliun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR

SIPIL NEGARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintak dengan perjenjien kerja yang  bekerja di
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

Pegawal Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah yang selanjutnya disebut Fegawal ASN adalah pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahj tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang undangan;

Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disebut Kode Etik
adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara
di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten' Lombok Tengah dalam
melaksanakan tugasnya dan pergarlan hidupg sehari hari;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah;
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Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut pelanggaran adalah
segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan
Kode Etik;

Majelis Kode Etik adalah lembaga non suuktural di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bertugas melakukan
penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian Pelanggaran Kode litik yang
dilakukan oleh ASN;

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat yang berwenang menghukum atau pgjabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN agar
Pegawai ASN:

&,
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melaksanakan tugasnya  dengan  jujur, bertanggungjawab dan
berintegritas tinggi;

melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat
yang berwenang yang tidak  bertentangan dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan:
menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;

. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara

bertanggungjawab, efektif dan efisien;

menjaga agar tidak terjadi konflik kepenfingan dalam melaksanakan
tugasnya;

memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status,
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan

- atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;

memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN; dan

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal
disiplin pegawai ASN.

BAB II
PRINSIP DASAR
Pasal 3

(1) Prinsip dasar Kode Etik meliputi :
a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia:
menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
menciptakan lingkungan kerja yang non cdiskriminatif;
memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik;
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i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah;

memberikan layanan kepada publik sécara jujur, tanggap, cepat,

tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;

mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama,;

. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

meningkatkan efektivitas sistern pemerintahan yang demokratis

sebagai perangkat sistem karier.

(2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam menjalankan tugas dan
berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
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BAB IlI
PEDOMAN PERILAKU
Pasal 4

Pegawai ASN wajib mematuhi pedoman perilaku scbagai berikut

a.

integritas, bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap dir1 sendiri
dan lingkungan, obyektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen
terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani
dan tegas dalam mengambil keputusan dan  risiko kerja, disiplin dan
bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah:

profesionalisme, berpengetahuan luas, berketerampilan yang tinggi
sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa
intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh  dalam
menjalankan tugas; °

inovasi, kaya akan.ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan  serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan
terbuka untuk semua stake holder dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Lombok Tengah;

produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil Ferja yang
sistematis, terarah dan  berkualitas = sesuai dengan standar
kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya
yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat
dipertanggungjawabkan;

religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindalcan yvang dilakulian berada
dibawah pengawasan sang pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama,
mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang
dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin; dan
kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan  dalam
pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja
yang melebihi harapan.




BAB IV
ETIKA ASN
Pasal 5

(1) Setiap Pegawai ASN dalain melaksanakan tugas kedinasan da: ]
kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada clika:

terhadap diri sendiri;

sesama Pegawai ASN;

terhadap pelayanan;

disiplin kerja;

berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi; dan

berorganisasi.

(2) Setiap Pegawai ASN wajib mematuhi, menaati, dan melaksanalcan etika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

mo Qoo

Pasal 6

Etika ASN terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasa' 5 ayat (1)
huruf a meliputi:

a.
b.

—

=

tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian;

tidak menggunakan/menkonsumsi dany/atau mengedarkan zat
psikotropika, narkotika, minuman keras dan/atau sejenisnya yang
bertentanigan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
meningkatkan pengetahuan, wawasan dan lcompetensi tugas di bidang
masing-masing;

tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabat'n untuk
memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang
merugikan bangsa dan Negara;

tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berloicu  untuk
kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara lanysung atau
tidak langsung merugikan masyarakat, bangse dan Negara;

menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk ap:.pun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan
sebagai ASN;

. menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendaput imbalan

untuk mengurus usaha, pekerjaan, perijinan, pelanggaran yang berkaitan
dengan kepegawaian;

tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermorul;
memberikan  informasi secara terbuka @ lkecuali informasi yang
dikecualikan;

bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketuluscn  dalam
melaksanakan tugas;

menghindari konflik kepentingan pribadi, kelormpok, maupun gclongan;

. memelihara keschatan jasmani dan rohani; dan

menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN.




Pasal 7

Etika ASN terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud d:«!am Pasal
S ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

memperlakukan sesama Pegawai ASN sebagal rekan kerja yang memiliki
hak dan kewajiban yang berkesesuaian,;

tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan Negara;

saling ~ menghormati  sesama  Pegawai ASN  yang memeluk
agama/kepercayaan yang berlainan; .

memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;

saling menghormati antar teman sejawat baik secara vertika! maupun
horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun diluar instansi;
menghargai perbedaan pendapat;

g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegi:wai ASN;

dan

berhimpun dalam satu wadah korps profesi Pegawai ASN yang menjamin
terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN dalam
memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 8

Etika dalam pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal & ayat (1]
huruf c meliputi:

faooe

adil dan tidak diskriminatif:

ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharapkan bilas jasa;
bersikap hormat, santun, dan ramah:

bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan !:cputusan
yang berlaru-larut;

tidak mempersulit, menunda-nunda dan lalai serta memberik: | proses
yang berbelit-belit;

membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik
protes serta keluhan dan tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat;
tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam
menanggapi permintaan informasi;

- mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur kepada masyar:kat;

menjaga kerahasiaan informasi yang dikeccualikan sesual dengan
ketentuan yang berlaku;.

tidak menggunakan sarana dan prasarana pclayanan untuk kepentingan
tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan Negara' dan
menyadari bahwa tugas ASN adalah melayani Kepentingan publil..

Pasal 9

Etika dalam displin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayal (1) huruf
d meliputi:

da.

mentaati ketentuan jam kerja kecuali pekerjaan yang ticak dapat
diselesaikan saat jam kerja,;



wajib melaksanakan apel pada waktu yang telah aitetapkan;

wajib mengikuti upacara bendera dengan penuh tanggungjiwab dan
dedikasi;

wajib berada pada tempat dan wilayah kerja selama jam kerja, k cuali ada
perintah tugas kedinasan dari atasan dan jam istirahat; dan

bagi Pegawai ASN yang tidak dapat melaksanakan tugas kar na sakit,
keperluan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang s:1, wajib
memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dan pimpinan
SKPD.

Pasal 10

Etika dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi  sel (gaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

a.pop

berpenampilan rapi,bersih dan sopan;

mencerminkan norma-norma agama dan kesusilaan;

sederhana dan tidak berlebihan;

mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas beserta a' ibut dan
kelengkapan sesuai dengan ketentuan,

€. jujur, santun dan tidak mudah emosi dalam bérkomunikasi,
f. menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien;
g. berbahasa yang baik, sopan dan ramah;
h. menggunakan kata dan kalimat yang baik sesuai dengan lingkun an; dan
i. menghargai pendapat, masukan atau kritik.
Pasal 11
Etika dalam berorganisasi sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat () huruf f
meliputi:
a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan rganisasi

b.

diatas kepentingan pribadi atau golongan;

mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin bc - dasarkan
aturan dan tata cara yang berlaku; .

setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang ber entangan
dengan norma yang berlaku dan wajib  bertanggung javab atas
pelaksanaan perintah kepada bawahannya,;

sctiap Pegawai ASN dalam melaksanakan perintah kedina:an tidak
melampaui batas  kewenangannya  dan wajib meny:.mpaikan
pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;

setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinain melalui
keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan
keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan
tercapainya tujuan organisasi;

tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan;

bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transpar n dalam
menjalankan tugas;

membangun dan mengembangkan sikap tecleran, tanggung j.wab dan
pengendalian  diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara
sesama Pegawail ASN dan pihak terkait lainnya;

menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabdtan dengan seba z-baiknya
serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;



J. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungliinan atau
adanya tindakan pembocoran rahasia Negars dan/atau rahasi: jabatan
yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa da: negara;

k. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama
baik dan merugikan institusi, Pemerintah Daerah, bangsa dan n:gara,

. tidak melakukan perbuatan yvang bersifat melindungi kegiatan vang tidak
sesuai ketentuan peraturan perundangan-untlangan yang berlal:u;

m. memelihara kerjasama, koordinasi dan menjunjung semangat jiwa korsa
dengan baik dalam melaksanakan tugas;

n. menyampaikan keluhan atau pengaduan vyang berhubung n dengan
pekerjaan secara hirarki; dan

o. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

BAB V
KODE ETIK SKPD
Pasal 12

(1) Berdasarkan ketentuan Kode Etik sebagaimana diatur dalair Peraturan
Bupati ini, Kepala SKPD menetapkan kode ¢tili Pegawai ASN d' ingkungan
SKPD masing-masing;

(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada avii (1) ditetapkan | rdasarkan
karakteristik masing-masing SKPD,;

(3) Kode Etik sebagaimana dimekswd pade ayet (1)t uk  boleh
bertentangan dengan Kode Etik sebagaimina diatur dalan  Peraturan
Bupati ini.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu

Pembentukan
Pasal 13

(I Untuk menegaklkan pelaksanaan Kode Etili dibentuk Majelis Kode Etik,
yvang terdiri dari :
a. Majelis Kode Etik ; dan
b. Majelis Kode Etik SKPD;

(i Mgjelis Kode Etik sebagaimana dimaksiid pada ayat | huruf a
ditetapkan dengan Keputusan Ruapety,
(7} Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (' huruf b

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotai
Pasal 14

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, paling banyak 5 (/'ma) orang
anggota.
(2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Btiln VR0 | tendizi, etas |
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan



c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, paling banyak 5 orang « nggota.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 15

Majelis Kod. Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputus: 1 terhadap
Pegawai AS!" yang diduga melanggar Kode Etik.

(1)
(2)

(r

(1

Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Sidang Majelis Kode Etik
Pasal 16

Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan “clanggaran
Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan laporan.

Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan terhadap pelang jaran Kode
Etik, ditindaklanjuti oleh Majelis Kode Etik paling lama 15 (lim: belas) hari
kerja setelah laporan diterima.

Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secare tertu tup.

Pagal 17

Majelis .ode Etik melakukan pemanggilan + e tertulis kepiila Pegawal
ASN yang diduga melakukan pelanggaran Ko Etik paling lan o 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

.. Jika  Pegawai ASN tidak memenuhi -mangglan | -meriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dii ikan pemangglan kedua
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hag crja sejak o :ggal yang
seharusnya bersangkutan diperiksa pada peir . pgilan pertame.

Dalam hal Pegawai ASN tidak memenul cemanggilan  kodua  tanpa
alasan yang sah, dianggap melanggar Kod: ik berdasarka: alat bukti

dan keterangan yang ada tanpa pemeriks:;:i: .

Pasal 18

Majelis Kode Etik mengambil keputusan scitiith memeriksa d .11 member

kesempatan membela diri kepada Pegawui ~SN yang didug: melanggar
Kode Etik;
Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara syawarah mufal.at;

- Dalam hal musyawarah mufakat sebagaini. dimaksud p«.la ayat (2)
tidak tercapai, keputusan dismbil dengen, e wrhrmyak;

- Dalam hal suara terbanyak sebagaimana  ksud pada ay:ut (3) tidak
tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib meng. il keputusan;

> Majelis Kode Etik harus membuat keputusan | g lambat 30 {liga puluh)

hari kerja sejak pemeriksaan pertama dilaksad il

. Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi.



Pasal 19

(1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sida: g Majelis
Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pej.bat yang
ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepacd: Pegawai
ASN yang bersangkutan;

(2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik m nemukan
indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASI, Majelis
Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peieriksaan
lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik s¢bagaimana dimal.sud pada
ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaa:: Majelis
Kode Etik;

(4) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik harus disampaik: 1 kepada
Pejabat Pernbina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk seiagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik;

(5) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai SN yang
diduga melakukan Pelanggaran Kode 'Etik terbukti tidak bersalah,
Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitaliuan secara tertulis kepada
atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan paling lama 10
(sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis l.ode Etik.

BABVII
INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 20 ‘

Informasi adanya pelanggaran Kode Etik dapat dikectahui dari:

hasil pem«iksaan aparat pengawas intern pemnicrintah;

hasil pengawasan melekat atasan langsung;

informasi dari media cetak dan/atau elektronils; dan

informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh } ‘merintah
Daerah.

Pt @ P

Pasal 21

(1) Sctiap atasan pegawai ASN atau pejabal yang berwenan,, setelah
menerima informasi pelanggaran Kode Etik scvbagaimana dimak-ud dalam
Pasal 20 wajib meneliti informasi yang diterinin dan menjaga ki rahasiaan
identitas pelapor;

(2) Setiap atasan pegawai ASN atau pejabual vyang berwen:ng tidak
menindaklanjuti informasi sebagaimana dimuksud pada ayat (! dianggap
nmiclanggar Kode Etik;



Pasal 22

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana 'imaksud
dalam pasal 19 adalah :

a. Bupati bagi Sekretaris Daerah;

b. Sekretaris Daerah bagi eselon II, eselon Il (kepala Bagian, Kep: 2 Kantor,
Camat), Pejabat Fungsional jenjang madya, pegawai ASN golonian ruang
IV/a ke atas dilingkungan Sekretariat Daerah;

c. Pejabat eselon II bagi pejabat eselon IIl, Pejabat fungsional jenj ing muda
dan penyelia, pegawai ASN golongan ruang Illl/c ke atas puda SKPD
masing-masing;

d. Pejabat eselon Il bagi Pejabat eselon 1V, Pejabat fungsional pratama dan
pelaksana lanjutan, pegawai ASN golongan II/¢ sampai dengan golongan
[1I/d pada SKPD masing-masing;

e. Pejabat eselon IV bagi Pejabat eselon V, pejabat fungsion:s! jenjang
pratama dan pelaksana lanjutan, golongan I[l/a sampai dengan golongan
II/b pada SKPD masing-masing; dan

f.  Pejabat eselon V bagi pegawai ASN golongan [/« sampai dengan golongan
IYd pada SKPD masing-masing.

BAB VIII
SANKSI KODE ETIK
Pasal 23

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikcnakan sanksi mural;

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud padia ayat (1) be. dasarkan
keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik berupa:

a. permohonan maaf secara lisan didepan umum;

b. permohonan maaf secara tertulis yang berisi penyes:'an atau
pernyataan penyesalan;

¢. pemberhentian dari petugas pelayanan; atau

d. tidak diberi penugasan pelayanan dan/atau penugasan jabat: n selama
jangka waktu tertentu.

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapks 1 dengan
keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud d«!am pasal
22

(4) Sanksi mo::.l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan :

~a. secara .ertutup oleh pejabat vang berwénang dalam ru.ing yang
tertutuyr yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersanglkutan dan
pejabat lain yang terkait; atau
b. secara 'crbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum j:ertemuan
resmi pegawai, upacara bendera, papan péngumuman, media massa
atau forum lain.

(5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada aya! (3) harus
disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pepawai ASN
vang bersangkutan.

Pasal 24

Pegawai ASN ,ung melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenak: sanksi
moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupat ini dapat «ikenakan



tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undan an yang
berlaku atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB IX
KEBERATAN DAN REHABILITASI
Pasal 25

(1) Pegawai AN yang dijatuhi sanksi moral dapat mengajukan 'cberatan
secara teriulis kepada atasan pejabat yang berwenang dengan memuat
alasan ke'eratan dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menghukum;

(2) Keberatan farus  sudah  digjukan dalam jangka waktu 4 (empat
belas) ha kalender terhitung sejak yanj bersangkutan enerima
keputusan sanksi moral. Keputusan yang inelebihi batas wktu 14
(empat beins) hari kalender tidak dapat diterimu;

(3) Pejabat y: ng berwenang menjatuhi sanksi mioral wajib m¢ nberikan
tanggapan secara tertulis kepada atasan pejabat yang I :rwenang
menghuku: i dalam jangka waktu 6 (enam) hari terhitung sejak  1enerima
surat kebe:atan;

(4) Atasan peinbat yang berwenang menjatuhi sanksi wajib 1 engambil
keputusan atas keberatan Pegawai ASN yang bersangkutan dali ‘n jangka
waktu pali: ¢ lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak menerima surat
keberatan;

(S) Apabila da' .m jangka waktu 6 (enam) hari sejak menerima surat | cberatan
pejabat  y-ng berwenang menjatuhkan sanksi tidak mecnberikan
tanggapan, maka atasan pejabat yang berw¢nang menjatuhk: 1 sanksi
mengambii lieputusan berdasarkan data yan;: ada;

(6) Agar lebih obyektif dalam mengambil keputusan, atasan pej: hat yang
berwenang mnenjatuhkan sanksi moral dapat mmeminta keterang: 1 kepada
pcjabat yung berwenang menjatuhkan sanksi, Pegawai AN yang
bersangkuan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;

(7) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat me: \perkuat,
memperingan, memperberat  datau membatalkan sanksi me-al yang
dijatuhkar nleh Pejabat yang berwenang menglitilkkum.

Pasal 26

(1) Pegawai /. N yang tidak terbukti melakukan pelanggaran 'ode etik
berdasarke . putusan Majelis Kode Etik direhabilitasi namanya.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapka. dengan
Keputusan Majelis Kode Etik.

(3) Penyampaian Keputusan Rehabilitasi dapat disampaikan secar: tertutup
atau secarv. terbuka.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 5 ASvitet 2016
BUPATI LOMBOK TENGAH
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Diundangkan di Praya

pada tanggal 2016
SEKRET, DAERAH
KABUPATE] MBOK TENGAH
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